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Ratna Mutia Febrina.“Keabsahan Kontrak Antara Kreditur dan 
Debitur Dalam Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi 
(Fintech)”. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal, 2019. 
 Skripsi ini dibuat dengan tujuan guna mengetahui pengaturan kontrak 
elektronik dalam e-commerce di Indonesia dan mengetahui keabsahan kontrak 
elektronik antara kreditur dan debitur dalam layanan peminjaman uang berbasis 
aplikasi dan teknologi informasi (Fintech).  
Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,yaitu suatu prosedur penelitian 
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya. Penelitian ini mengkaji dan menelaah beberapa literasi dan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang financial technologyterutama terkait 
dalam membahas keabsahan hukum kontrak antara kreditur dan debitur dalam 
layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi (Fintech).  
 Setelah melaksanakan pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang 
dikaji oleh penulis, maka penulis menyimpulkan; pertama adalah pengaturan 
tentang kontrak elektronik (e-contract) dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, 
yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 
elektronik dan beberapa peraturan lainnya, kedua adalah Kontrak elektronik dalam 
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan sah secara 
hukum apabila kontrak baku yang tertuang dalam klausulanya tidak mencantumkan 
perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan 
baru/perubahan ketentuan seperti yang tertuang dalam Peraturan OJK 
No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi dan 
masuukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 









Ratna Mutia Febrina. "Validity of Contracts between Creditors and 
Debtors in Information Technology (Fintech) Money Loan Services". Essay. Tegal: 
Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University, 2019. 
This thesis was made with the aim of knowing the arrangement of electronic 
contracts in e-commerce in Indonesia and knowing the validity of electronic 
contracts between creditors and debtors in application-based money lending 
services and information technology (Fintech). 
Research carried out with a qualitative approach using a normative 
juridical approach, namely a scientific research procedure to find truth based on 
legal scientific logic from the normative side. This study examines and examines 
some literacy and legislation governing financial technology, especially related to 
discussing the legal validity of contracts between creditors and debtors in the 
application of money-based loan services or information technology (Fintech). 
After carrying out a discussion of several issues reviewed by the author, the 
authors conclude; The first is the arrangement of electronic contracts (e-contracts) 
set forth in Article 1 point 17 of the ITE Law, namely electronic contracts are 
parties' agreements made through electronic systems and several other regulations, 
second is Electronic contracts in information technology-based money lending 
services legally valid if the standard contract contained in the clause does not state 
the transfer of responsibility and consumer submission to new provisions / changes 
to provisions as stated in OJK Regulation No.77 / POJK.01 / 2016 concerning 
Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. 
Based on the results of this study, it is expected that it will become 
information and information for students, academics, practitioners, and all parties 
in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
 Di era saat ini globalisasi telah memberikan dampak yang sangat 
berpengaruh dalam berbagai sektor kehidupan manusia salah satunya 
teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu 
besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Penggunaan 
teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentunya memberikan 
dampak yang besar pula dalam beberapa sektor, salah satunya sektor bisnis 
yang kemudian muncul dan berkembanglah perdagangan secara online atau 
e-commerce. Akan tetapi, tidak hanya dalam sektor industri bisnis atau 
perdagangan, teknologi juga berdampak pada sektor industri keuangan 
Indonesia, hal ini mulai terlihat dari lahirnya financial technology (fintech) 
di Indonesia. 
 Fintech sendiri adalah startup yang mulai naik daun di era saat ini. 
Konsep yang diambil oleh  fintech adalah perpaduan antara financial dan 
technologi yang digabungkan dengan sentuhan inovasi modern.1 
Diharapkan hal ini dapat membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih 
praktis serta aman digunakan. Beberapa hal yang dihitung masuk 
                                                          
1 ”Apa Itu Fintech”, https://carajadikaya.com/apa-itu-fintech/, diakses pada tanggal 12 Maret 




kedalam Fintech adalah proses peminjaman uang secara peer to peer, jual 
beli saham, transfer, dan masih banyak lagi yang lainnya.2 
 Salah satu hal yang ada paling populer dalam transaksi keuangan 
yang   berbasis fintech ialah transaksi peminjaman uang. Dengan 
dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 
77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi (LPMUBTI), maka memperkokoh landasan hukum 
bagi penyelenggara fintech di Indinesia. Dalam POJK tersebut mengatur 
tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau 
bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer to peer.  
 Di Indonesia sendiri perkembangan fintech menjadi populer 
disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya : 
a. meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga 
dibutuhkan transaksi keuangan secara online; 
b. Fintech dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan 
konvensional yang lebih kaku;  
c. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital; 
d. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha 
start–up; dan   





e. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri Fintech 
berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial 
media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).3 
 Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak yang 
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan transaksi peminjaman uang yang 
berbasis fintechdimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang 
berbunyi , hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 17 yang berbunyi sebagai 
berikut ini; 
“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat 
melalui Sistem Elektronik.” 
 
Dimana dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) 
dalam Pasal 1 angka 15 yang berbunyi, sebagai berikut ini; 
“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat 
melalui Sistem Elektronik.” 
 
 Kedua pasal itu memuat definisi yang sama tentang kontrak 
elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system 
elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 
5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 
                                                          
3Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, terdapat dalam 
https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/,  diakses pada tanggal 18 Juni 2019, 




mengolah, menganalisis, menyimpan, menanmpilkan, mengumumkan, 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum UU 
ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu 
berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk 
Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 
1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih.4 
 Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau 
yang lebih dikenal dengan FinTech Lending, yang dimana menawarkan 
beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit menggunakan kontrak 
elektronik dalam prakteknya. Jika berkaca pada pengertian Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan 
layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan 
penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam 
dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan 
menggunakan jaringan internet.5 Dari pengertian itu dapat disimpulkan 
bahwa fintech Lending diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi 
keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. 
                                                          
4 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2002, Cet-ke.2 hlm. 17 
5Apa itu Industri Financial Technology(Fintech Indonesia), 
https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/, diakses pada 




 Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik dalam layanan 
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech 
lendingmenguntungkan bagi para pihak, resiko sering kali muncul dalam 
bentuk penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak 
yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau 
“kreditur” tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan 
pihak berhutang atau “debitur”. 
 Kontrak elektronik yang seharusnya menguntungkan kedua belah 
pihak malah lebih condong kepada pihak yang lebih memiliki kuasa penuh 
dalam membuat kontraknya. Sehingga harapan-harapan yang diinginkan 
dalam layanan fintech terutama fintech lending tidak didapatkan. Serta 
dalam suatu kontrak elektronik yang seharusnya kontrak atau perjanjian 
adalah ada dan terbentuk harus disesuaikan dengan syarat-syarat yang ada 
dan sesuai dengan hukum yang ada, tetapi dalam prakteknya lebih banyak 
bertentangan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 
 Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, 
bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan 
semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya 
perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. 
Dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang itu, dapat 
dilihat bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah 




faktor “kebiasaan” masih juga mempunyai peranan yang amat penting 
dalam lalu lintas hukum.  
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, saya tertarik untuk 
mengkaji mengenai perjanjian kredit secara elektronik dengan judul 
“Keabsahan Kontrak Antara Kreditur dan Debitur dalam Layanan 
Pinjaman Uang berbasis Teknologi Informasi (Fintech)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 
beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan penelitian 
skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan kontrak elektronik dalam e-commerce di 
Indonesia ? 
2. Bagaimanakah keabsahan kontrak elektronik antara kreditur dan debitur 
dalam layanan peminjaman uang berbasis aplikasi dan teknologi 
informasi ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di 
atas, tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pengaturan kontrak elektronik dalam e-




b. Untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik antara kreditur dan 
debitur dalam layanan peminjaman uang berbasis aplikasi dan 
teknologi informasi (Fintech). 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan 
hukum sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
b. Guna memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi pihak-pihak 
yang terkait pada khususnya, dan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan  
pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum  
keperdataan. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan  bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 
memahami tentang Keabsahan Kontrak Antara Kreditur dan Debitur 
dalam Layanan Pinjaman Uang berbasis Teknologi Informasi (Fintech). 
Penelitian ini juga sedapat mungkin dilakukan agar dapat dimanfaatkan 




peraturan yang tidak saja memenuhi  persyaratan-persyaratan formal 
sebagai suatu peraturan, tetapi  menimbulkan rasa keadilan dan 
kepatutan yang dilaksanakan/ditegakkan dalam kenyataannya. 
 
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan 
dalampenelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas 
masalah yang diajukan6.Dalam melakukan penelitian ini agarterlaksana 
dengan baik dan maksimal, maka penulis menggunakan beberapa metode 
sebagai berikut: 
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur 
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.7 Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam 
penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan 
financial technology tentang keabsahan hukum kontrak antara kreditur 
dan debitur dalam layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi 
(Fintech) 
2. Jenis Penelitian 
                                                          
6Mohammad Nazir, 2013, MetodePenelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 51 
7 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 




Dalam skripsi ini saya menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil 
penelitian yang menghasilkan data desktriptif analistis, yaitu data yang 
dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh8. 
3. Sumber dan jenis bahan penelitian 
Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan  
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Ada dua 
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
data skunder, dengan uraian sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan 
kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau 
penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum in concreto 
dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa 
hukum yang bersangkutan.9 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan 
penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data skunder 
adalah untuk mendukung data primer. Data skunder yang berkaitan 
dengan penelitian ini yaitu: 
                                                          
8 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192. 






b) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 
c) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian 
d) Infomasi yang dikutip dari internet 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu 
denganmengumpulkanberbagai ketentuan perundang-undangan, 
dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet 
berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional. 
5. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data tersebut dilakukan melalui tahap-tahap sebagai 
berikut :  
a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah 
data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian. 
b. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang 
atau pokokbahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.  
c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut Sistematika 
yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah 
dalam menganalisisnya. 
6. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 




runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 
interpretasi data dan analisis.10Dalam penulisan ini saya menguraikan 
mengenai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional 



















                                                          










A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian  
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 
orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua 
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.11 Abdulkadir 
Muhammad mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan 
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.12 
KUHPerdata sendiri mendefinisi perjanjian dalam Pasal 1313, yaitu 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  
dirinya terhadap satu orang atau lebih lainya. Dalam Buku III Bab 
Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau 
persetujuan (contract or agreement) yang memiliki maksud sama 
dengan perngertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang 
berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.13 
                                                          
11 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional,  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 , 
hal 1 
12  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ke-III, Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakt, 2000, Hlm:225 
13 Ahmad Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian. Jakarta : PT. Raja Grafindo 




Sehingga dapat dikatakan dengan adanya hubungan antara kedua 
belah pihak yang saling mengikat dalam suatu perjanjian menimbulkan 
hak dan kewajiban diantara mereka atas suatu prestasi. M. Yahya 
Harahap sendiri berpendapat bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu 
hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang 
memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh 
prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 
melaksanakan prestasi. 14 
Dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, ada 
hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus 
dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari 
pengetian yang diberikan oleh R. Subekti perjanjian berisi janji kepada 
orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati. 
2. Subjek Perjanjian  
Subjek perjanjian serupa dengan subjek hukum pada umumnya. 
Subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan 
kewajiban jadi dapat dikatakan bahwa setiap orang disini memiliki 
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a. Manusia (Natuurlijke Persoon) 
Manusia merupakan subjek hukum karena sejak ia dilahirkan 
(bahkan dalam kandungan) ia sudah merupakan pendukung hak 
dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia 
meninggal dunia. 
b. Badan Hukum (Recht Persoon)  
Selain manusia badan hukum juga merupakan pendukung hak 
dan kewajiban. Badan hukum dapat melakukan perbuatan 
hukum layaknya manusia.16 
3. Objek Perjanjian 
Perjanjian dalam pelaksanaannya memiliki sasaran atau objek yang 
menjadi isi dalam perjanjian antara kedua belah pihak yaitu prestasi. 
Prestasi yang dimaksud disini menuru KUHPerdata adalah prestasi 
yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak 
berbuat sesuatu. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah 
disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pelaksanaan dari perikatan 
yang terbit dari perjanjian tersebut.17Dalam pelaksanaannya perjanjian 
yang dapat dikatakan sah adalah apabila objek yang diperjanjikan 
harus sesuai syarat yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, 
diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak 
bertentangan ketertiban umum dan tata susila.  
                                                          
16 Komariah, Hukum Perdata, Malang: Univesitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 22 
17 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan Ke-6, 




Dapat dipahami bahwa suatu objek dalam perjanjian ialah prestasi, 
dimana prestasi tersubut haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang 
telah tercantum dalam perundang-undangan. 
4. Bentuk Perjanjian  
Ada dua bentuk perjanjian yang secara umum diketahui oleh 
masyarakat yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian 
tertulis adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam 
bentuk tulisan. Beda halnya dengan perjanjian lisan, perjanjian ini 
adalah perjanjian yang dimana apabila kedua belah pihak telah sepakat 
dalam membuat perjanjian secara lisan maka mereka disebut telah 
melakukan perjanjian secara sah. 
Dalam bentuk perjanjian tertulis, terdiri dari 3 macam yaitu: 
a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak 
yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para 
pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan 
mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut 
disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak 
dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang 
diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga 
dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan 
para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen 




para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah 
mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu 
pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang 
menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan 
penyangkalannya. 
c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk 
akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan 
dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang 
berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. 
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi 
para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.18 
Menurut Sutarno perjanjian dapat dikategorikan dalam beberapa 
bentuk diantaranya, yaitu : 
1. Perjanjian timbal balik  
Perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan 
hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat 
perjanjian. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli Pasal 1457 
KUHPerdata dan Perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 
KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada 
di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan 
barang yang dijualnya dan memiliki hak menerima pembayaran 
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, sedangkan dari pihak pembeli berkewajiban membayar dan 
menerima barang. 
2. Perjanjian sepihak 
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan 
meletakkan kewajiban kepada salah satu pihak saja. Misalnya 
perjanjian hibah, dalam hibahj ini kewajiban yang ada pada 
orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang 
dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai 
kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak merima barang 
yang dihibahkan kepadanya tanpa berkewajiban apapun kepada 
orang yang menghibahkan. 
3. Perjanjian dengan cuma-cuma 
Perjanjian ini menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu 
pihak saja. Misalhnya Hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 
1666 dan 1740 KUHPerdata. 
4. Perjanjian Konsensuil, rill dan formill 
Perjanjian konssensuil adalah perjanjian yang dianggap sah 
apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang 
membuat perjanjian. Perjanjian Rill adalah perjanjian yang 
memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. 
Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdata 
dan Perjanjian Pinjam Mengganti Pasal 1754 KUHPerdata. 




sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut 
harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta 
yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya 
jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus 
dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan 
akta Notaris.  
5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama 
Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah 
diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata Buku 
Ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian 
jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain. Perjanjian tak 
bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam 
undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian 
keagenan dan distributor, perjanjian kredit.19 
 Sedangkan Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan 
perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu: 
1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak 
Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian 
yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. 
Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum 
                                                          




terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual 
beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar. 
2. Perjanjian sepihak  
Perjanjian ini adalah perjanjian yang memberikan kewajiban 
kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya 
perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban 
menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak 
yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang 
menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi 
kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa 
benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau 
benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni 
rumah. Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, 
terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 
KUHPerdata. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan 
perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik. 
3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak yang 
membebani 
Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan 
keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam 
pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang 
membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari 




sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut 
hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, 
tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). 
Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, 
jika B menyerahkan suatu barang tertentu kepada A. Pembedaan 
ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan 
undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang 
merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerdata). 
4. Perjanjian bernama dan tidak bernama. 
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama 
sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian 
khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa 
menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak 
bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu 
dan jumlahnya tidak terbatas. 
5. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. 
Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst ,deliverycontract) 
adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam 
perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai 
pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah 
perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi 
perjanjian, tim bullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli 




pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, 
penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya 
pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam 
perjanjian itu ada penyerahan (levering) sebagai realisasi 
perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak. 
6. Perjanjian konsensual dan perjanjian real. 
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada 
persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah 
perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus 
harus ada penyerahan yata atas barangnya, misalnya jual beli 
barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 
1740 dan 1754 KUHPerdata). Dalam hukum adat, perjanjian real 
justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat 
bahwa setiap prbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda 
tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak keetika 





5. Asas-Asas Perjanjian  
                                                          





Asas adalah hal yang mendasar dan umum sifatnya serta menjadi 
latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat didalam dan 
dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum 
positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam 
peraturan tersebut.  
Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus 
diterapkan dalam penyusunan perjanjian sehingga akan terhindar dari 
unsurunsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu perjanjian 
yang mereka sepakati. Berikut ini adalah prinsip dasar atau asas-asas 
perjanjian yang dimaksud: 
a. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memberikan 
kebebasan kepada para pihak untuk:21 
i. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian 
ii. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
iii. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-
                                                          




alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 
untuk itu. 
iv. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan 
itikad baik. 
Abdulkadir Muhammad sendiri memberikan definisi tentang 
asas kebebasan berkontarak, yaitu perjanjian para pihak 
menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang 
bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para 
pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta 
persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa 
perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban 
umum maupun kesusilaan.22 
b. Asas Konsensualitas 
Asas konsensualitas adalah asas yang dimana perjanjiannya 
terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari 
para pihak yang membentuk perjanjian. Perjanjian pada 
pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai 
tidak secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka.23Asas 
ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menyatakan 
bahwa : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan 
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kedua belah pihak”. Ini mengandung makna, bahwa perjanjian 
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup 
dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak . Arti asas 
konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan 
yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik 
tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah 
sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan 
tidaklah diperlukan suatu formalitas.24 
c. Asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda) 
Asas ini adalah salah satu asas yang paling populer dalam 
hukum perjanjian. Asas ini memiliki pengertian bahwa suatu 
kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para 
pihak tersebut secara penuh sesuai dengan isi kontrak atau 
perjanjian tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang 
dibuat para pihak tersebut oleh hukum, kekuatannya sama 
dengan kekuatan mengikat undang-undang.25 Asas ini sendiri 
terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 
menyatakan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.26 
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Kesimpulannya perjanjian ini berhubungan erat dengan akibat 
dari perjanjian. 
d. Asas Itikad Baik 
Asas ini mengandung makna bahwa dalam segala bentuk 
perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan 
kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang 
abstrak dan kalaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang 
dimaksud dengan iktikad baik, orang masih sulit untuk 
merumuskannya.27 Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 
bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Sementara 
itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan 
tertinggi terhadap itikad baik dalam tahapan praperjanjian 
bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan 
lagi pada teori kehendak.28 
6. Unsur-Unsur Perjanjian  
Dalam suatu perjanjian di dalamnya terkandung beberapa unsur-
unsur yang saling berkaitan dan berhubungan, hal ini serupa dengan 
definisi unsur yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-
bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur-
unsur, yaitu : 
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a. Unsur Naturalia  
Unsur ini pada umumnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur 
yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian 
secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam 
perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat 
pada perjanjian.29 Unsur ini haruslah beriringan dengan unsur 
essensial maksudnya ialah unsur ini merupakan unsur yang pada 
umumnya melekat pada perjanjian tertentu, dan unsur ini akan 
timbul apabila unsur essensilnya telah diketahui secara pasti 
misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essensial 
adalah perjanjian jual-beli, dengan terang pasti didalamnya juga 
terkandung unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk 
menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat 
tersembunyi. Secara umum masyarakat tidak akan menerima 
suatu jual beli yang dimana penjulanya tidak mau menanggung 
secara utuh cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual 
oleh pihak penjual.30 
b. Unsur Essentialia  
Unsur ini adalah unsur pokok dalam suatu perjanjian, yang 
dimanamewakili segala bentuk ketentuan-ketentuan berupa 
prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan maupun dilakukan 
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oleh para pihak, yang dimana hal ini adalah mencerminkan sifat 
dari perjanjian tersebut, dan dimana hal ini pula lah yang 
membedakan secara prinsip dengan jenis perjanjian lainnya. 
Unsur ini secara umum hanyalah dipergunakan dalam 
memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu 
perjanjian.31 Pada intinya unsur ini haruslah ada dalam setiap 
perjanjian karena unsur ini adalah bagian pokok dalam 
perjanjian, sehingga bila unsur ini tidak ada maka perjanjian 
tersebut tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh dalam perjanjia 
jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang 
diperjualbelikan. 
c. Unsur Accidentalia  
Unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang 
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara 
menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan 
khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. 
Sehingga dapat disimpulkan pada hakekatnya unsur ini bukan 
merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau 
dipenuhi oleh para pihak. 
 
 
7. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 
                                                          




Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan secara gamblang syarat-
syarat sah yang harus dipenuhi dalam satu perjanjian, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 
b. Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian; 
c. Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan 
d. Suatu sebab yang halal. 
Poin a dan b adalah syarat yang disebut dengan syarat subjektif, 
karena pada poin tersebut menjelaskan mengenai orang-orang atau 
subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan pada poin c dan d 
adalah syarat yang disebut dengan syarat objektif, karena membahas 
perihal objek yang ada dalam perjanjian tersebut. 
Jika diperjelas secara rinci perihal tiap-tiap poin dalam syarat 
perjanjian tersebut akan menjadi sebagai berikut ini: 
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Maksudnya disini adalah setiap pihak yang melaksanakan perjanjian 
haruslah saling sepakat sesuai dengan kehendaknya tanpa ada 
paksaan, kekeliruaan dan penipuan. Jika para pihak telah sepakat 
maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak dan para pihak 
harus patuh dalam melaksanakan perjanjian tersebut. 
b) Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian 
Maksud dari poin adalah bahwa setiap pihak yang melakukan 
perjanjian haruslah cakap atau mampu untuk melakukan perbuatan 




mampu melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang telah 
berumur 21 tahun dan sudah menikah. Adapun berikut ini orang-
orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perjanjian dalam 
Pasal 1330 KUHPerdata sebagai berikut ini: 
• Orang-orang yang belum dewasa; 
• Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan 
• Perempuan yang telah kawin. (Lahirnya SEMA No. 3 
Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan, maka poin c sudah tidak 
berlaku lagi). 
c) Adanya objek atau suatu hal tertentu 
Objek dalam suatu perjanjian adalah pokok perjanjian atau yang 
sering disebut dengan prestasi. Prestasi sendiri adalah kewajiban 
para pihak yang melakukan melaksanakan perjanjian. Prestasi 
sendiri dapat berupa kewajiban para pihak dalam perjanjian 
untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu.32 Prestasi dalam perjanjian haruslah tertentu 
atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya dan yang 
diperjanjikan haruslah cukup jelas. Maksudnya prestasi harus 
ditentukan gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban para 
pihak, apabila timbul sengketa atau perselisihan dalam 
                                                          




pelaksanaan perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUHPerdata jelas 
diterangkan bahwa:  
“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang 
paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan 
bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian 
dapat ditentukan atau dihitung.” 
 
d) Suatu sebab yang halal. 
Dalam Pasal 1335 KUHPerdata diterangkan dengan dengan 
gamblang bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah 
dibuat karena sesuatu sebab yang palsu dan terlarang itidak 
mempunyai kekuatan hukum. Kemudian dalam Pasal 1337 
KUHPerdata memperjelas bahwa sesuatu sebab dalam 
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan dan ketertiban umum.  
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Teknologi Informasi 
Perihal definisi hukum teknologi dan informasi tidak ada. Definisi 
yang ada, hanyalah definisi dari para ahli yang berdasarkan ilmu hukum 
yang telah dipergunakan di dalam Undang-undang yaitu tentang undang-
undang informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi jika kata “hukum” 
dipisahkan maka kata “teknologi informasi” dapat didefinisikan.  
Teknologi informasi (information technology) merujuk kepada 
proses pengetahuan dan metode-metode penerapannya berupa 
pengolahan, mentransfer dan membuat informasi seba-gai ukuran kiprah 
kemajuan. Teknologi informasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, 




dalam bentuk suara, grafis gambar atau citra,  teks, angka, audio, video dan 
sebagainya yang secara umum disebut multimedia dengan melibatkan 
komputer dan/atau telekomunikasi. Dalam Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa: “Teknologi 
Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau 
menyebarkan informasi”.  
Terdapat beranekan ragam pengertian yang melekat dalam kata 
“teknologi informasi” akan tetapi masing-masing definisi tersebut 
memiliki tujuan yang sama. Teknologi komunikasi adalah peralatan 
perangkat keras (hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang 
mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu 
mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi dengan 
individu-individu lainnya.33 
Teknologi Komunikasi, yaitu: 
1. Teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam suatu alat; 
2. Teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, 
ekonomi dan politik; 
3. Teknologi komunikasi membawa nilai yang berasal dari struktur 
ekonomi, sosial dan politik tertentu; 
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4. Teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia 
terutama kemampuan mendengar dan melihat. 
Perlu dipahami bahwa di dalam definisi-definisi di atas terdapat 
beberapa unsur yang harus dimiliki oleh teknologi informasi, yaitu:34 
1. Informasi, dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar,dan data yang 
memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. 
2. Alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi, dengan media 
transmisi dan sistem modulasi. 
3. Dengan cara yang sesuai,bentuk akhir (informasi yang diterima) 
harus seserupa mungkin dengan bentuk awal (informasi yang 
dikirimkan) dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. 
4. Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat melalui 
jarak yang semakin jauh dengan biaya yang seekonomis mungkin. 
 Secara umum peran teknologi informasi adalah untuk memastikan 
bahwa layanan-layanan yang memudahkan kehidupan manusia dapat 
disajikan baik apabila diperlukan maupun tidak. Dengan begitu, setiap saat 
agen perubahan sosial (seperti sainstis, sosiolog, pakar hukum dan 
sebagainya) perlu mengkaji dan memprediksi kemunculan teknologi 
informasi dan perkembangan teknologi sehingga akses terhadap 
pengetahuan menjadi lebih baik.  





C. Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kontrak 
Elektronik (E-contract) 
Kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak yang terdapat di dunia 
maya dan ditunjukkan dengan adanya dukungan sarana elektronik dan 
bukan dalam bentuk tertulis. Menurut penjelasan umum UU ITE Pasal 1 
angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para 
pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut Johannes 
Gunawan, kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, 
ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs 
internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini 
pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak 
(dalam hal ini konsumen).35 
Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik atau online contract 
adalah: 
“Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara 
elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem 
informasi berbasiskan komputer (computer cased information 
system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas 
jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based) 
yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global 
internet (network of network)”.36 
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Informasi yang dimaksud disini adalah Informasi adalah data yang 
telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan 
bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.37 
Kemudian pengertian lain dari informasi adalah data berupa catatan 
historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil 
kembali untuk pengambilan keputusan. Data yang telah diletakkan dalam 
konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada 
penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan. 
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
syarat sahnya kontrak juga bergantung pada esensi dari sistem elektronik 
itu sendiri. Artinya, kontrak elektronik hanya dapat dikatakan sah apabila 
dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat 
dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.  
Bentuk-bentuk sepakat dalam kontrak elektronik hingga saat ini ada 
empat jenis, yakni: 
a. Electronic Mail (E-Mail), adalah suatu kontrak yang dilakukan 
dengan menggunakan electronic mail atau e-mail. E-Mail dapat 
digunakan untuk melakukan penawaran kepada offeree (orang yang 
diberikan penawaran) dan melakukan penerimaan atas penawaran 
tersebut dengan cara melakukan pengiriman ke alamat e-mail 
offeror. 
                                                          




b. Shrink-wrap Contract, adalah suatu kontrak yang diletakan di dalam 
atau di permukaan bungkus kotak barang yang biasanya pihak yang 
telah membuka kotak barang tersebut dinyatakan telah setuju 
dengan syarat dan ketentuan yang berada di kontrak tersebut. (kata 
Shrink-wrap mengacu pada plastik yang membungkus kotak 
barang). 
c. Click-wrap Contract, adalah suatu kontrak yang diperlihatkan dalam 
bentuk software dalam komputer dan disetujui dengan cara 
mengklik tombol yang ada. Biasanya tombol tersebut bertuliskan “I 
Agree”, “I Accept”,”Saya Setuju”, dan lain-lain. 
d. Browse-wrap Contract, adalah suatu kontrak yang diperlihatkan di 
suatu halaman website dengan media berupa internet dan disetujui 
dengan cara mendownload atau mengklik tombol yang ada. Jenis 
kontrak ini hampir sama dengan click-wrap contract, hanya saja 
browse-wrap contract dapat dilakukan di internet. Selain itu pihak 
dinyatakan telah setuju apabila dia telah menginstal software dari 
website tersebut tanpa harus mengklik di halaman website 
tersebut.38 
Kontrak elektronik sendiri pengaturannya tertuang dalam Pasal 1 
angka 17 UU ITE yang menjelaskan bahwa kontrak elektronik adalah 
perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik, Sistem 
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Elektronik sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Thaun 
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu 
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 
Informasi Elektronik. 
D. Tinjauan Umum tentang Fintech 
Fintech berasal dari istilah financial technology atau dalam bahasa 
indonesia artinya teknologi finansial. Financial technology/FinTech 
merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang 
akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, 
yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa 
sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan 
melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.39 
FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat 
ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang 
serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan 
pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, 
ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu 
tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. 
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Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem 
pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. 
Fungsi penyelenggara teknologi finansial dikategorikan ke dalam 
bagian sebagai berikut: 
1. Sistem Pembayaran 
Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir 
dan pelaksaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi 
finansial pada kategori system pembayaran antara lain penggunaan 
teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan 
transfer dana, uang elektronik, dan mobile payments. 
2. Pendukung Pasar 
Bahwa teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi 
dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian 
informasi yang lebih cepat atau lebih murah terkait dengan produk 
atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. 
3. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko 
Kategori manejemen investasi dan manajemen resiko antara lain 
penyediaan produk investasi online dan asuransi online. 
4. Pinjaman (lending), Pembiayaan (financing atau funding), dan 
Penyediaan modal (capital raising) 
Kategori tersebut antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis 
teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau 




5. Jasa Finansial lainnya 
Jasa financial lainnya berupa selain sistem pembayaran, pendukung 
pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, 
pembiayaan dan penyediaan modal. 
Teknologi Finansial memiliki beberapa kriteria yang ada pada 
perusahaan penyelenggara, antara lain sebagai berikut: 
a. Bersifat inovatif, 
b. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan model bisnis 
finansial yang telah eksis, 
c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Dalam perjalanan penelitiannya saya disini menemukan 
beberapa hasil data penelitian yang nantinya digunakan sebagai alat 
dalam membahas rumusan masalah yang akan diteliti.  
Kegiatan atau layanan pinjam meminjam uang berbasis 
elektronik atau yang sering disebut Peer to Peer Lending lahir dan 
muncul berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Jadi 
layanan tersebut ada untuk mengisi kesenjangan kebutuhan 
pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak 
unbanked, namun layak kredit. Berdasarkan data yang dihimpun dari 
18 penyedia layanan kartu kredit, hanya terdapat sekitar sembilan juta 
unique holder dari kartu kredit di seluruh Indonesia. Jumlah ini hanya 
mencapai hampir enam persen dari seluruh penduduk berusia dewasa 
di Indonesia.40 
Dalam perkembangannya di Indonesia, Sampai bulan Desember 
2018, sudah ada 78 Fintech Peer to peer Lending yang terdaftar dan 
diawasiOtoritas Jasa Keuangan (OJK). Potensi  Peer to peer yang ada 
di Indonesia masih ada sekitar 217, dimana sebagian masih proses 
pendaftaran, permohonan pendaftaran dikembalikan atau telah 
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berminat mendaftar.Akumulasi jumlah pinjaman sampai dengan 
September 2018 adalah sebesar 13,83 T, atau meningkat 439% secara 
year to date.41 
Berikut ini adalah dua contoh PT atau platform yang 
menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik atau 
yang sering disebut Peer to Peer Lending, yaitu PT. Artha Dana 
Teknologi dengan aplikasi indodana dan ada PT. Kredit Pintar 
Indonesia dengan aplikasinya KreditPintar. Kedua platform ini telah 
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan  Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
Saya disini akan membandingkan kedua platform tersebut. PT. 
Artha Dana Teknologi dengan produk unggulannya aplikasi indodana 
menawarkan beberapat fitur utama yaitu Plafon Pinjaman hingga Rp 8 
juta, Tenor Pinjaman hingga 6 bulan, Pencairan Pinjaman yang cepat 
dan Suku Bunga yang Kompetitif. Lain halnya dengan PT. Kredit Pintar 
dengan aplikasinya KreditPintar hanya menawarkan beberapa fitur 
utama yang lebih sedikit yaituPlafon Pinjaman hingga Rp 2,3 juta, 
Tenor Pinjaman dari 28 s.d. 90 hari dan Pencairan Pinjaman dalam 2 
hari.42Indodana adalah aplikasi pinjaman online atau KTA online tanpa 
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syarat kartu kredit, dimana calon peminjam dapat memperoleh dana 
tunai cepat secara online tanpa syarat kartu kredit.43 Indodana 
memberikan peluang pinjaman KTA yang lebih cepat dan praktis 
hingga 8 juta rupiah dengan jangka waktu dari 3 - 6 bulan. Serupa 
dengan Indodana aplikasi KreditPintar juga adalah aplikasi pinjaman 
online tanpa agunan atau KTA. Aplikasi ini memberikan 
pinjaman  dengan tenor 14 hari, 30 hari, hingga 3 bulan sesuai dengan 
kebutuhan konsumen.44Kedua aplikasi ini memiliki cara yang sama 
dalam proses pengajuan pinjaman, yaitu:45 
a. Konsumen terlebih dahulu melakukan pengunduhan aplikasi. 
b. Kemudian jika sudah terunduh konsumen melakukan proses 
login dengan nomor ponsel konsumen. 
c. Konsumen memilih jumlah pinjaman dan jangka waktu 
pengembalian yang diinginkan  
d. Setelahnya konsumen melakukan proses pengunggahan 
semua dokumen dan data yang diperlukan. 
e. Dan proses yang terakhir konsumen menunggu proses 
verifikasi.  
Jika semua proses telah usai maka konsumen tinggal hanya 
menunggu proses pencairan dalam waktu kurang dari 24 jam.  







Serupa dengan proses atau cara yang ada diatas, perihal syarat-
syarat yang harus dilaksanakan oleh konsumen pun sama antara kedua 
Perusahaan tersebut, yaitu: 
a. Usia pemohon harus diatas 21 tahun 
b. Memiliki KTP/e-KTP  
c. Memiliki NPWP  
d. Memiliki pekerjaan tetap  
e. Memiliki rekening Bank dengan atas nama sendiri. 
Konsumen sendiri dalam memperoleh informasi perihal layanan-
layanan pinjaman uang berbasis elektronik tersebut rata-rata dari iklan-
iklan yang tergambar jelas di media sosial, ada pula yang mendapatkan 
informasi dari oranglain. Perjanjian baku yang diterapkan dalam 
perjanjian layanan pinjaman uang berbasis elektronik pada prakteknya 
tidak memberarkan konsumen karena dalam perjanjian tersebut 
nampak tidak memberatkan pihak konsumen.46 
Saya dalam hasil penelitiannya menemukan beberapa kasus yang 
sering terjadi apabila konsumen dalam layanan tersebut hendak jatuh 
tempo dalam menjalankan kewajibannya. Kasus yang sering terjadi 
ialah bentuk intimidasi dan penerabasan privasi baik langsung kepada 
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konsumen maupun orang yang berhubungan dengan konsumen.47 
Selain kasus diatas terdapat pula beberapa hal yang menurut saya 
memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi konsumen yaitu 
perihal bunga pinjaman yang diluar kewajaran. Hal ini dari pandangan 
penulis terjadi karena kurangnya regulasi yang mengatur tentang SOP 
penagihan utang terhadap konsumen layanan tersebut. 
Dalam penelitiannya saya menemukan ada beberapa  platform 
layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronikyang melaksanakan 
kegiatannya tanpa terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau secara ilegal 
melaksanakan usahanya. OJK sendiri memberikan beberapa ciri-ciri 
layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik yang ilegal sebagai 
berikut ini:48 
1. Mengimingi high of return 
2. Jaminan free risk 
3. Jaminan buy back guarantee 
4. Perekrutan konsumen baru = bonus dan cash baca besar 
5. Penyalahgunaan testimoni pemuka agama/pejabat publik untuk 
endorsment 
6. Janji penarikan dana easy and flexibleAset yang diinvestasikan 
aman 
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7. Badan hukum tidak jelas  
Kemudian OJK juga memberikan penjelasan perihal modus-modus 
yang biasa diberikan oleh platform ilegal pemberi layanan pinjam 
meminjam uang berbasis elektronik, yaitu:49 
a. Menjanjikan keuntungan besar, bonus barang mewah, 
dan/atau perjalanan luar negeri. 
b. Tidak ada izin usaha kegiatan, tidak jelas domisili usaha atau 
penawaran melalui online. 
c. Sifat “Member Get Member”  
d. Memberi kesan seolah-olah bebas resiko 
e. Menggunakan public figure, pejabat, tokoh agama, penegak 
hukum dan atau orang terkenal. 
f. Mengaitkan antara investasi/charity/bahkan ibadah 
g. Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan 
perusahaan besar/multi nasional. 
B. Pembahasan 
1. Pengaturan Kontrak Elektronik dalam E-commerce di 
Indonesia 
Kontrak elektronik pada hakikatnya dan secara garis besar 
memiliki keserupaan dengan kontrak konvensial. Yang membedakan 
keduanya hanyalah pada medium atau sarana yang membedakannya 





dengan kontrak konvensial, karena kontrak elektronik menggunakan 
sistem elektronik. Melalui sistem tersebut para pihak yang 
melaksanakan kontrak tidak perlu bertemu langsung dan bertatap muka 
secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah 
tersedia, dan dikirimkan melalui internet.  
Kontrak elektronik ini sendiri dapat diklasifikasikan sebagai 
perikatan dengan ancaman hukuman, karena apabila setiap pihak yang 
melakukan perjanjian tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut 
maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada 
pihak yang lalai. Hukum perikatan di Indonesia sendiri mengenal 
beberapa bentuk akta terkait perjanjian yaitu akta dibawah tangan dan 
akta otentik. Kontrak elektronik sendiri termasuk dalam jenis perjanjian 
tidak bernama karena kontrak elektronik ini tidak diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya UU ITE mengatur 
dengan gamblang tentang kontrak elektronik. Akan tetapi dalam hal 
syarat sahnya suatu kontrak elektronik tidak dijelaskan secara jelas 
dalam peraturan tersebut. Sehingga Pemerintah mengeluarakan PP 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik yang mencantumkan dengan jelas syarat-syarat sahnya suatu 
kontrak elektronik.  
Dalam setiap kegiatan transaksi elektronik yang menggunakan 
kontrak elektronik diatur dalam UU ITE. Akan tetapi dalam skripsi ini 




sistem elektronik regulasinya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.Dalam regulasi 
tersebut jelas menyatakan bahwa perjanjian yang dituangkan dalam 
perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 
dituangkan dalam dokumen elektronik.  
Disini saya hanya akan membahas kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur tentang e-commerce dalam kaitannya dengan hukum 
perjanjian. Perlu dipahami bahwa kontrak elektronik dalam e-
commerce tetap tunduk pada kaidah-kaidah hukum perjanjian, 
meskipun e-commerce diatur secara terpisah dari KUHPerdata 
Indonesia yang merupakan Lex Generalis hukum perdata Indonesia. 
Secara umum Lex Generalis hukum perdata Indonesia terkait 
kontrak elektronik dalam kegiatan e-commerce ialah UU ITE, 
meskipun masih ada beberapa lagi peraturan lain yang membahas 
perihal kegiatan e-commerce, akan tetapi disini penulis hanya akan 
membahas e-commerce dalam UU ITE saja. 
Dalam Pasal 17 UU ITE secara mendasar mengatur mengenai 
ruang lingkup dari transaksi elektronik yang dapat dilakukan dalam 
lingkup publik maupun lingkup privat serta prinsip itikad baik dalam 
melakukan transaksi elektronik. Ruang publik adalah segala bentuk 
kegiatan elektronik yang dijalankan oleh instansi yang melayani 




dengan kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan antara pelaku 
usaha, pelaku usaha dengan konsumen, antarpribadi, dan sebagainya 
yang berkaitan dengan urusan privat.  
Dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE jelas disebutkan bahwa para 
pihak yang ingin melaksanakan kegiatan transaksi elektronik wajib 
beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi 
berlangsung. Pasal tersebut jelas menggunakan prinsip yang 
terkandung pula dalam prinsip hukum perdata yang terkait dengan 
perjanjian yakni prinsip itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) 
KUHPerdata menyatakan bahwa, perjanjian-perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. Saya disini berkeyakinan bahwa Pasal 
tersebut lah yang membuat para perumus UU ITE agar berprinsip itikad 
baik yang merupakan perintah hukum tersebut dimasukkan kembali 
untuk mengatur suatu aktivitas e-commerce yang diatur dalam Pasal 17 
ayat (2) UU ITE. 
Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa transaksi 
elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para 
pihak. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut meskipun perjanjian 
dibuat secara tidak langsung atau tidak bertemu secara langsung tetapi 
daya ikat tetap sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya, 
yang mengikat para pihak serta melahirkan hak dan kewajiban yang 




Kemudian penulis dalam hal skripsi ini juga akan membahasa 
perihal aturan pelaksana UU ITE yaitu PP No. 82 Tahun 2012 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam 
Pasal 47 ayat (1). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi 
elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk 
kotraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh 
para pihak. Jelas bahwa rumusalan pasal ini menjustifikasi kembali 
sebuah transaksi haruslah dapat dilakukan melalui kontrak elektronik, 
atau bentuk-bentuk kontraktual lainnya sesuai dengan kesepakatan para 
pihak.  
Oleh karenanya dalam Pasal 47 ayat (2) menyebutkan beberapa 
syarat sah yang harus dipenuhi dalam kontrak elektonik, diantaranya 
yaitu : 
a. Terdapat kesepakatan para pihak; 
b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang 
berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
c. Terhadap hal tertentu; dan  
d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Jika ditelisik kembali maka sejatinya syarat sahnya kontrak 
elektronik tersebut tidak beda jauh dengan syarat sahnya perjanjian 




KUHPerdata.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sahnya suatu 
perjanjian transaksi elektronik terutama yang menggunakan kontrak 
elektronik, secara hukum tetap merujuk pada syarat sahnya perjanjian 
sebagaiman diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang selama ini 
sudah dijalankan di Indonesia. 
2. Keabsahan Kontrak Elektronik Antara Kreditur dan Debitur 
dalam Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi 
Informasi 
Kontrak Elektronik atau yang sering disebut dengan E-contract, 
secara umum adalah perwujudan perjanjian dalam dunia digital. Dalam 
Di dalam econtract, para pihak tidak perlu bertatap muka secara 
langsung bahkan tidak akan pernah bertemu sama sekali. Dalam 
kegiatan transaksi elektronik kontrak elektronik dibedakan menjadi 2 
jenis, yaitu:50 
a. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa 
barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh 
barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, 
para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi 
pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi 
kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa 
yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat 
                                                          
50Cita Yustisia Serfiani dkk., Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta: 




pembeli (Physical delivery). Jasa les privat dalam hal ini 
diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah 
konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang 
berbentuk interaksi online. 
b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa 
informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak 
pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk 
kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak 
telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan 
informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan 
internet (cyber delivery). Contohnya: kontrak pembelian buku 
elektronik (e-book), surat kabar elektronik (e-newspaper), 
majalah elektronik (e-magazine), atau kontrak untuk 
mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet 
(e-school). 
Keabsahan kontrak elektronik (e-contract) jelas merupakan 
perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga 
membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas. Karena 
sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke 
sistem transaksi yang berbasis non kertas (digital). Perjanjian atau 
kontrak elektronik adalah jenis perjanjian timbal balik yang mana 
masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. 




hak disisi lain. Pihak yang satu berkewajiban untuk memberikan dan 
menuntut sejumlah uang yang menjadi objek dari perikatan dan pihak 
yang lainnya berhak menerima serta wajib untuk mengembalikan uang 
yang dipinjam tersebut. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini 
adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. 
Sehingga, dapat dikatakan bahwa uangteman.com dalam melakukan 
pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah 
memenuhi unsur dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, kaidah 
peraturan hukum perjanjian yang terdapat pada Buku III Kitab Undang-
Undang Huum Perdata berlaku sebagai sumber hukum terhadap 
perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 
Kontrak elektronik yang dilakukan dalam layanan pinjam 
meminjam uang berbasis teknologi informasi haruslah dituangkan 
dalam bentuk dokumen elektronik yang dimana dokumen tersebut 
harus memuat:51 
a. Nomor perjanjian; 
b. Tanggal perjanjian; 
c. Identitas para pihak; 
d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak ; 
e. Jumlah pinjaman; 
f. Suku bunga pinjaman; 
                                                          
51 Pasal 20 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 




g. Nilai angsuran; 
h. Jangka waktu; 
i. Objek penjamin (jika ada); 
j. Rincian biaya terkait; 
k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan 
l. Mekanisme penyelesaian sengketa. 
Jika membahas perihal keabsahan kontrak elektronik dalam 
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi haruslah 
sesuai dengan Pasal 11 UU ITE, yaitu: 
a) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat 
hukum yang sah selama memenuhi persyatan sebagai berikut:  
• Data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya pada 
saat proses penanda tangan; 
• Data pembuat tanda tangan elektronik pada saat proses 
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa 
penanda tangan; 
• Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang 
terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
• Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang 
terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah 




• Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk 
mengidentifikasi siapa penandatangannya; 
• Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa 
penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap 
informasi elektronik yang terkait. 
b) Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Dalam perjanjian yang sebagaimana disepakati debitur dalam 
suatu pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terdapat ruang 
lingkup perjanjian yaitu:52 
1. Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Data Pribadi Pihak 
Kedua kepada dan mengizinkan Pihak Pertama untuk 
mengumpulkan, menggunakan, serta menyimpan Data 
Pribadi Pihak Kedua untuk keperluan verifikasi calon 
penerima pinjaman; 
2. Pihak pertama sepakat untuk menerima dan akan 
mengumpulkan, menggunakan, menyimpan serta menjaga 
kerahasiaan Data Pribadi Pihak Kedua guna melakukan 
                                                          
52file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/140200436.pdf, diakses pada tanggal 12 Juni 




verifikasi identitas Pihak Kedua sebagai calon penerima 
pinjaman. 
Dalam hubungan kontraktual antara pihak kreditur (pihak 
pertama: yaitu Penyelenggara) dan debitur (pihak kedua) antara lain: 
1. PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK DEBITUR 
a. Pihak kedua menyatakan dan menjamin  
a) Terkait dengan kapasitasnya mengikatkan diri dalam 
Perjanjian:53 
• Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang didirikian 
berdasarkan hukum Indonesia yang telah mendapatkan 
izin usaha sebagaimana dipersyaratkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan akan menjaga 
keberlakuan izin usaha tersebut sampai dengan 
berakhirnya Perjanjian; atau 
• Bahwa Pihak Kedua adalah warga negara Indonesia 
yang cakap hukum serta mampu bertindak untuk dan 
atas namanya sendiri berdasarkan hukum Indonesia. 
b) Pihak Kedua telah mendapatkan persetujuan rapat umum 
pemegang saham untuk menandatangani Perjanjian; 





c) Pihak Kedua merupakan pemilik Data Pribadi dan berhak 
mengungkapkan Data Pribadi Pihak Kedua kepada Pihak 
Pertama; 
d) Pihak Kedua adalah satu-satunya pihak yang dapat 
menggunakan akun Tunai Kita milik Pihak Kedua; 
e) Pihak Kedua akan menjaga kerahasiaan kata sandi Akun 
Tunai Kita milik Pihak Kedua; 
f) Pihak Kedua bertanggung jawab sendiri untuk semua 
tindakan dan pernyataan yang dibuat dengan menggunakan 
Akun Tunai Kita dan kata sandi Akun Tunai milik Pihak 
Kedua; 
g) Pihak Kedua memberikan Data Pribadi yang akurat, benar, 
valid, terkini dan lengkap sesuai dengan persyaratan 
pendaftaran Akun Tunai Kita; 
h) Pihak Kedua menaati semua instruksi, syarat dan ketentuan 
yang berlaku pada saat mengajukan permohonan melalui 
Website Pihak Pertama; 
i) Pihak Kedua tidak akan mengajukan permohonan ganti 
nama asli untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum atau 
dilarang oleh Perjanjian ini. Pihak Kedua tidak akan 
menggunakan Layanan Real Name Verification dengan 
cara apapun yang dapat merusak, melumpuhkan, 




atau Website Pihak Pertama atau mengganggu penggunaan 
aplikasi pembuktian keaslian nama sebenarnya di Akun 
Tunai Kita; dan 
j) Pihak Kedua tidak akan memperoleh atau berusaha 
memperoleh informasi selain yang disediakan pada 
Website Pihak Pertama terkait Layanan Pihak Pertama, 
dengan cara melanggar hukum atau Perjanjian ini. 
2. PERNYATAAN DAN JAMINAN KREDITUR 
Pihak pertama menjamin dan menyatakan bahwa:54 
a) Pihak Pertama telah memiliki izin dari OJK dan otoritas terkait 
lainnya; 
b) Dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Pihak Pertama akan menjaga 
kerahasian Data Pribadi Pihak Kedua dalam sistem elektronik 
Pihak Pertama; dan; 
c) Pihak Pertama akan menggunakan Data Pribadi Pihak Kedua 
untuk kepentingan permohonan pinjaman dan pemutakhiran 
Layanan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. 
Pihak Kedua wajib melindungi, mengganti rugi dan 
membebaskan Pihak Pertama dari dan terhadap segala klaim, kerugian, 





pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya 
hukum) yang timbul karena adanya: 
a. Kerugian Pihak Ketiga; 
b. Penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak selain Pihak 
Pertama; 
c. Penggunaan Akun Tunai Kita oleh Pihak Kedua; 
d. Penggunaan dana pinjaman oleh Pihak Kedua;  
e. Pengungkapan Kata Sandi kepada Pihak Ketiga yang 
dilakukan bukan oleh Pihak Pertama; 
f. Tautan terhadap Website selain Website Pihak Pertama; 
g. Masalah yang terdapat pada sistem bank yang digunakan dan 
dipilih Pihak Kedua; 
h. Masalah jaringan operasi terkait koneksi bank atau faktor 
Keadaan Kahar lainnya;  
i. Penggunaan atau kegagalan Pihak Kedua dalammenggunakan 
Layanan Pihak Pertama; 
j. Biaya dan kerugian karena pembelian atau pengambilalihan 
barang, sampel, data, informasi atau transaksi yang sah oleh 
Pihak Kedua melalui Layanan Pihak Pertama; 
k. Kesalahpahaman Pihak Kedua atas Layanan Pihak Pertama; 
l. Kerugian lain yang timbul dari Layanan Pihak Pertama yang 




m. Setiap kerusakan yang disebabkan oleh serangan peretas, 
gangguan atau serangan virus pada komputer, penyesuaian 
teknis di sektor telekomunikasi, penutupan sementara karena 
peraturan pemerintah, dan kerusakan lainnya yang bukan 
merupakan kesalahan informasi yang telah diotentikasi Pihak 
Pertama bocor, hilang, dicuri atau dirusak;  
n. Segala risiko yang timbul akibat devaluasi mata uang;  
o. Tidak terpenuhinya faktor validitas, akurasi, ketepatan, 
keandalan, kualitas, stabilitas, kelengkapan atau ketepatan 
waktu dari informasi dan teknologi pada Layanan Pihak 
Pertama. 
Saya disini berpendapat bahwa semua kontrak elektronik yang 
ada dalam layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi 
berjenis perjanjian baku. Meskipun Pasal 18 Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa 
Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 
perjanjian dilarang bagi pelaku usaha. Akan tetapi Peraturan OJK 
No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi memberikan penekanan kepada pelaku 
usaha dalam membuat kontrak elektronik yang berklausula baku 
haruslah tidak mencantumkan perihal pengalihan tanggung jawab dan 




Jika dilihat dari bentuk perjanjian baku yang ditetapkan oleh 
pelaku usaha pemberi layanan pinjaman uang berbasis elektronik bisa 
dikatakan sah karena dalam hubungan kontraktualnya jelas memenuhi 
syarat sahnya suatu perjanjian dan perjanjian yang dibuatpun 
menekankan larangan dicantumkannya klausula baku perihal 
pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan 






Berdasarkan analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam 
skripsi ini,maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adapun pengaturan tentang kontrak elektronik (e- contract) dituangkan 
dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, yaitu kontrak elektronik adalah 
perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pengaturan 
mengenai kontrak elektronik mencakup Undang- Undang Nomor 19 
Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Buku III Pasal 1233 
sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Sedangkan perjanjian 
elektronik terkait layanan pinjaman uang berbasis elektronik tertuang 
dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
2. Kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis 
teknologi informasi akan sah secara hukum apabila kontrak baku yang 
tertuang dalam klausulanya tidak mencantumkan perihal pengalihan 
tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan 




No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi. 
B. Saran  
1. OJK harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap 
perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis 
elektronik terutama dalam hal penagihan utang kepada pihak konsumen. 
OJK juga perlu membuat peraturan terkait SOP Penagihan Utang pada 
konsumen Layanan keuangan.  
2. Konsumen harus lebih teliti dalam membaca perjanjian baku yang 
klausula-klausulanya dibuat oleh pihak penyedia layanan, guna 
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